iv aw &

.;" Merimbang
.
A
’ Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR : 12 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI BIAYA PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA

CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

behwa dengan diventuknya dinas Pendaftaran Penduduk Kota
Kupang. make wrusan dibidang penyelenggaraan pendaftaran
penduduk merupekann salah Saw urusan yang telah deerahkan
menjadi urusan rumah tangge daerah;

hahwa untuk tmeounjung Kegistan penyclenggaraan pendaflaran
penduduk, maka poezlu menctapkan Peraturamn  Daerah
tentang Retribusi Biayn pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan
aktn catatan sipil di Kota Kupang!

.

Undang ~ undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan
Kotamadyx Dserah Tingkat [ Kupang ( Lembaran Negara
Tahun 100§ Nomot 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3633).

Undang-undang Nomer 64 Tohun 1958 tentung Pembentuknn
Daesah-dacrah Tingkat | Bali. Nusa Tenggarn Barat dan Nusa
Tenggars Timur ( Lembarmn Negara Tabun 1938 Nomar 113,
Tambahan Lembaman Negard Nomor 1649 )



14,

i1,

12,

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenntahan
Dassab ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomos 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomec 3851 )&

Undang - undang Nemor | Tabun 1974 1entang Perkawinan
( Lembaran Negars Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3019 ) ;

Undang — undang No. |8 Tahun 1997 tentang Pajak Daeeah dan
Retribusi Deerah { Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambghan Lembaran Negara Nomor 3085 ) sehagaimana telah
Jivbals dengan Undang — undang Nomor 34 Tahun 2000 (
Lembumn  Negarm  Tahun 2000 Nomer 246, Tambahan

Lembaran Negura Nomor 4048 )

Undang — undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangn
Kevangan antars Pemerintah Pusst dan Pemerintah Dacrsh
( Lembaran Negara Tabun 1999 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3848 ) |

Undang - undang Nemaor 28 tahun 1999 tentang
penyelenggaraan Negurs yang bersit dan bebas dari KKN (
Lembaran Negara Tshun 1999 Nomor 75, Tambehan Lembaran
Negars Nomor 3831 )2

Undang - undang Nomor § Tahun 1081 tentang Kitab Undang —
undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negars Tahun 1981
Nomor 76, Tambehan Lembaran Negara Nomor 3209 ):

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 1entang Pelaksanaan
Undang - undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan
( Lembaran Negara Tahun 1974 Nemor 12, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3030 ) 5

Peraturan  Pemerintab  Nomer 27 Tahun 1983 tentang
pelaksansan Undang — undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitzd Undang — updang Hukum Acers Pidana ( Lembamn
Negarn Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negard
Nomor 5258 ),

Persturan Pemeriatal Nomor 20 Tehun 1997 tentang Retribusi
Daerah { Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3692 ) ;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknik penyusunan Peraturan perundang - undangan,



13,

4

I5.

16.

i

19,

20,

21

22,

23,

- 24,

dnnbem\nkml}ndmg—undm Rancanpan Peraturan
Pemerintah, dan Rancangan Kepres | Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 70 } 3

Peraturan Mentea Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 1entang
Penyidik Pegawai Negen Sipil :

K Menter: Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992
tentang Biaya Pelsyanan Catatan Sipil

Keputusan Meneri Dalam Negesi Nomor LA Tahun 19935
lentang  Spesifikasi Blanko/Formulir/Buky  sena EaTRna

Penunjany lainny2 ysn2 dipergunakan dalam Penvelenggaran
Pendafiaran Penduduk

Keputusan Mentesi Dalsm Negeri Nomor |5 Tahun L4996
tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk :

, Menteri Dalam Neger Nemor 16, Tahun 1996
tentang  Margn Blanko dan Formulir — formulir yang
dipergunakan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk .

Keputusan Menteri Dajam Negeri Nomar 170 Tahun 1997
temang temmpeuwrikSnndnnbiaya retribusi Daerals

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997
tentang Prosedur Pengeshan Peratusan Daerah tentang Pajek dan

Retnbusi;
Kepurusan Mensen Dalam Neger Nomor [74 Tehun 1997
tentang Pedoman a8 carn pungutan Retribusi Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negerd Nomof 54 Tahun 1999
teatang Pelakzanzan Penyclenggaraan Pendafiaran Penduduk ;

Keputusan Gubemur Kepala Dacrah Tingkat 1 Nusa Tenggara
Timur Nomor : 81 tahuo 1939 tentang Teknik Penyusynan dan

Bentuk Produk Hukum,

Peraturan Daerah Kotamadya Daerzh Tingkai 11 Kupeng Nomor
10 Tahun 1998 tentong Penyelenggarman Pendafiaran Penduduk
dalam rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan :

Peraturan Dacrah Kol Kupang Nomor 1 Tnhim 2000 teniang
Pembentukan Organisasi dan Tat Kerja Dinas Pendaftaran
Penduduk Keota Kupang.



Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERPAH XOTA KUPANG
MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG RETRIBUSI
BIAYA PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA

CATATAN SIPIL, a2
BAB]
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalom Peraturan Daerah int yang dimaksud dengan !

1. Mae~rsh adalth daerzh Kota Kupang.

2. Pemerintwh Daeral adalaly Kepala Doerah besertn perangkat dasrah otonom vang lain

scbagai badan cksckutif dacczh.

Walikota adalah Walikots Kupang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD sdalah badan Tegislatif

Daerah Kotz Kupang.

Dinas Pendaftaran Pendudok adalah Dinas Pendaflaran Penduduk Kota Kupang.

Kepala Dinas adalal Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang.

Nomor Induk chendudukan yang disebut NIK adalash Nomor Ideathas vang di

berikan kepada setisp penduduk diwilsyah Negara Republik Indonesta.

§. Kartu Tanda Perduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah Kanu sebagal bukil dird
bagi setiap peaduduk,

9. Kartu Keluarga yang selanjutnys discbut KK adalab kartu identitas yang memuat data
teatang susunan, hubungan dan jusnlah anggola keluasga,

10 Akta Pencatatan Penduduk adalah akia otentik yang diterbitkan olel dinas peadaftaran
penduduk mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan
dan pengesahan anak, pengangkswen anak, banti neme dan perubahon name yang
diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk sebagai dokumen nebara.

I}, Kutipan skia adalah catatan pokok yang dikutip dan akta catatan sipil dan mcmpakm
alal dukii yang ssh bagi din yang bersangkulan  maupun pibnk ketiga mengenai
kelahiran, psrkawinan, perceralan, pengakusn dan peagesshan anak, pengangkatan
anak, gantl nama dan perubahan nama,

1Z Kutipan aktn kedua dap seterusnyn dalab kutipan akia catatan sipil yang kedoa dan
scterusnya yang diterbitkan oled Dinas Pendaftarun Penduduk karens kutipan akia
yung esli (psrtama) hilang'nusak atsu muesosh setelah dibukikan dengan sumt
keternngan dan pihak yang berwajib,

13, Salinan akea aialah salinan lengkap isis akta catatan sipil yang ditesbitkan olek Dinas
Pendaftsran Pendudiuk atas permintaan pemohon.

g o

B



|4, Susat keterangan adalah surst yang diterbitkan oleh Dinas Perdafiamn Peaduduk
mengenal suate hal yang berkaitan dengan pelayanan administrasi pendaftaran
penduduk.

15. Tanda bukti pelaporsn adalah tanda buki yang diterbitkan oleh Dinas Pendaflacan
Penéuduk atas laporsn yang dilakukan oleh Wasga Negarz Republix Indonesia
mengenai perkawinan dan perceraian yang bukan beragaman islam, kelahiran dan
kematian yang telah didaftar dilusr negeri.

16 Surat Keterangan domisili sementara selanjumnys  disebut SKDS adalah surat
keterangan yang  diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran  Penduduk kepada warga
masyarakat yang berdomisili di Kota Kupang. sebagal salah sstu syamt untuk
mengurus Kartu Tanda Peaduduk Nasiooal di Dinas Pendsfiaran Penduduk

BAB i
BIAYA PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagman Pertama
Binya Pelayanan Nomor Induk Kependudukan
Kart Tands Penduduk, Karu Keluarga dan Surat Keterangan Domisili Semenerz,

Pasal 2

Bizye pendaftaran penduduk ditetspkan sebagai berikut :

o Biaya penerbitan Kartu Keluarga (KK} wargz ncgara indenesia sebesar Rp. 4,500,
{empat ribu lima mtus supiah), Kartu Keluarga (KK), bagi warga negara asing Rp.
10.000,-(sepulub nbu rupiah).

b, Biaya pencrbitan Kastu Tunda Penduduk (KTP) bugi Warga Negara Indonesia sebesar
Rp. 8.000,«(d=lapan 1iby rupiah) dan bisya penerbitan Kartu Tands Penduduk (KTP)
Warga Negara Asing sebesar Rp. 20,000 /4ua puluh ribu rupiah).

c. Biayn Surat Keterangan Domisili Semendara {SKDS) bagi Wargn Negara Indonesia
dikenakan scbesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupish) dan Rp. 4.000,- (empat ribu rupizh)
bagi Warga Negam Asing.

Bagian Kedua
Binya Pencaiatan Kelahiran

Pasgal 3

{1) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelshiran Wargs Negara [ndopesia
punkais sctagal besikut @
s Anak kesatu dan kedua sebesar Rp. 8.000,~(defzpan ribu rupiah).
b, Anak ketiga dan seterisnya sebesar Rp. 16.000,{enam belas ribu rupiah),

{2] Biaya Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Wargs Negara Asing adslah

sebagai berikul:



g Anak kesata dan kedua scbesur Rp. 30.000.-(tiga puluh by rupuah),
b, Angk ketiga dan setonusays sehesar Rp. 60.000.(enam putuh ribu rupiah).

Pasal 4

(1) Biays Kutipan Kedua dan Akta Kelahirun Untuk Warga Negar2 Indonesia
sebesar Rp, 20.000,-(dua pilub ribu rupian).
{2} Biayn Kutipan Kedua dan Seterustiys Akta Kelahiran Untuk Warge Negam Asing
sepesar Rp. §0.000.~{enam pulub fbu rupinh):
Bagian Ketiga -
Bigya Peneatatin Perkawinan

fasl 5

(1) Biaya Pencatatan Perkawinan Warga Negara lndonesa ditelapkan scbagai berikul
4 Di dalam kantar sebesas Rp. 20.000.-(dua puluh ribu rupialt);
4, Di luar kantor Rp. 50.000,-(lima pulun ribu rupigny;
(2) Bizya Penecatatan Perkawian Warga Negars Asing diictapkan schagai berikut -
o Didalam kantor sebesar Rp. £0,000,<{lima puluh ribu Tupich).
b DI Iuar kantor sebesar Ryp. 100.000,{seratas ribu rupiah).

{3} Distmping biaya rersebut pada ayat (1 pasal ini bagi Warga Negars Indonesia dan ayat
(2) pasal ini bagi Wargs Negar Asing, yang bersangkutan diwajitkan membayar biayn
kutipan skia perkawinan gsebagai berikut :

o ‘Wargs Nepara Indonesia (satu set untuk cuami dan isteci) sebesar R9. 80.000.-
(detapan puluil ribu rupiehl;

n, Warge Negars Asing (satu set ek swami dan {sterd) sebesar Rp. 30.000,-(tigs
puluh riou rupiah);

Pasal 6

Bgyi pencatatan perkawinan yang melehihi jasigha waktu | {satu) bulan sejnk tang2al

pergesahan parkawiian menuns agama dikenakan bigys

{1) Warga Negara Indonesia &
4. Di Dalam Kaaror sebesar Rp. 40.000.A{empat polub ibu rapiah);
b. Diluar konto? sebesar Rp. 100.000,-(serditis ribu rupiah);

(2) Warga Negara Asing :
a. Di dalam kantor sebesar Rp. 100.000,-{seratus gibu rupiah);

b, Di luar kantor sebesar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah).

Pasal 7 e

(1) Biayn kutipan kedua dan scleTusayn akin peckawinun Warga negara [ndongsia {s=tu set

suam isteri) sebesar Kp 16.000.Acnzm belas ribu rupizh)s



(2) Biaya kutipan kedua dan seterusays akts perkawinan Wargs Negara Asing {satu $21
untuX suami isteri) sebesar Rp. 60.000,-(eaam pulub ribu rupiah).

Bagian Keempat
Biaya Pencatatan Perceraian

Pasal 8

Bizya pencatatan dan penerbitan akta perceraian sebagas berkut :
1. Warga Negar Indonesia {$atu set untuk suami dan isteri) sebesar Rp. 50,000, (lima

puluh ribu rupiak);
b Warpa Negara Asing {sut set untuk suaumi dan isten) sebesar Rp. |00.000.(seratus

ribwi rupaah).
Pasal 2

(1) Bagi pencatatan tersebut yang melebihi jangka waktu | (saru) bulen sejak anggal
Keputusan pengadilan negeri yang ielah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan
higya :

a Warga Negara Indonesia sebesar Rp, 100.000,~(seratist riba rupiah);
5, Untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 200.000,{dua ratus ribu rupish);

{2) Bisya pencatatsn schagaimana tersebut pads ayet (1) pasal ini sudah termasuk biays
kutipan akta percerainn (1 set) unruk suami dan isteri,

Pasal 10

Biaya kutipen kedua dan seterusnys akta perceraian, ditetapkan sebagai betrikut :
1. lintuk Wargs Negars [ndonesia sebesar Rp. 100.000,«{serusis ribu rupiah);
b.Untuk Warga Negara Asing scbesar Rp. 200,000, {dua rutws ribu rupiah).

Bagian Kelima
Miyn Peacatatan Kemation

Pasal || N

I#] Biaya pencatatan dan penerbitan kut ipnn akta Kemnation Warga Negam [ndonesia

- sebesur Rp, 5.000,«{lima ribu rupiah),
{2) Biaya kutipan kedua dan seterusnya akta kematian Warga Negars Asing sebesar Rp.

20.000.-(dua puluh ribu rupiah).
Pasal 13

{1) Binya kutipan kedus dan seterusays nkia kematian Warga Negaru Indonesin sebesar

Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
() Biaya kutipan kedua dan seterusniya akia kematian Wiargn negam Asing ssbesar Rp.

20,000,-(dua pilub sive nupish).



Bagian Keeram
Biaya Pencasatan Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 13

{1)Biaya pencatatan  pengakuan anak Warga negans Indonesia sebesar Rp, 30.0400.-

(lima puluh ribu rupiah);
() Biaya peacatatan pengakuan snak Warga negari ssing sebesar Rp. 100.000.+[seratus
ribu rupisk)-

Pasal 14

(1) Biaya pencatatan pengesahan anak, Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000.-(Timn
puluh ribu rupiah);
{2) Biaya pencatatan pengesahan anak Warga Negara Asing sebesar Rp. 100,000,-(seratus
riba rupiah).
Bagian Kewjuh
Binya Pencatatan Pengangksian Anak

Pasgal 15

(1) Bisya Pencatatan dan penerbitan kutipan okia pengangkatsn anak oleh Warga Negara
Indonesia scbesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah),

{2) Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akts pengangkatan anak oleh Warga Negara
Asing sebesar Rp. 100.000,-(serutus ribu rupiah),

Pasal 16

fagi pencatatan pengangkatan anak yang melebili jangka waktu 1 (satu) bulan s¢jak
tanggal kepuusan pengangkatan ansk dari Pengadilan Negeri yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap atau pengukuhan di Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak
melalui potaris, dikenakan biaya sebagai berikut :

+ Wargn Negara [ndonesia schesar Rp, 100.000,-(seratus ribu nipiah);

b, Warga Negara asing sebesar Rp. 2300./000,(dua ratus ribu rupésh).

Pasal 17

(1) Bisya kutipan kedua dan seterusnya skta pengangkatan angk untuk Wargn Negara
[sdonesin sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupish);

(2) Biaya kutipen kedua dan seterusnya pengangkatan annk unfuk Warga Negara Asing
sebesar Rp. 150.000,<(seratus lima puluh ribu rupiah).



Bagian Kedelapan
Biaya Pencatatan Perubthan Nama

Pasal 18

Bigys poscetanzn perabahan nama sebesar Rp. 20.000,~(dua puluh rbe rupigh).

BAB 1N
BIAYA SALINAN AKTA

Bagian Pertama
Biava Salinan Akta Kelahiran

Pasal 19

(1) Binya salinan akta kelshima Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000.«lima puluh

ribu ruplah);
(2) Biay= salinan ek kelahiran Warga Negara Asing sebesdr Rp. 100.000,-(seratus rbu

rupiah),

Bagizn Kedua
Binya Salinan Akta Peckawinan
&k
Pasal 20
(1) Biaya salinan akta perkawinan Wargs Negars [ndonesia sebesar Rp. 60.000,-(enam
pulub ribu rupiah);
¢3) Biave salinan akta perkawinan Warua Negars Asing sebesar Rp, 120.000.-{serntus dua
pulub fibu rupish), o
Bagian Keiiga
Bigya Salinan Akt Percersian
Posal 21

{1} Biays sslinan akia percéruian Wargs Negara Indonesia sebesar Rp. M.O&U.-lennm

puluh ribu rupiah),
(2) Bisya salinan akia perceraian Wargs Negam Asing sebesar Rp. 120.000,-(sératus dua

puoluh ribu rupiah).



Bagian [leempat
Biaya sxlinan Akt Kematian

Pasal 22

{1} Biaya salinan akia kematian warga negara Indomesis sebesar Rp. 20.000.+(dua pulub
ribu rupiah);
(2) Biaya salian akta kematian warga ncgam asing sebesar Rp. 40.000.-(empat pulub ribu
rupiah), s
Bagian Kelima
Biayn Seliman Akta Pengangkatan Anak

Pasal 23

(1) Biaya salinan skta pengangkatan mnak oleh warga negara Indonesia sebesar Rp.
£0.000,-(enam puluh ribu rupish);
{2) Bioya salinan pengangkatan anak oleh warga negara asing sebesar Rp. [20.000.-

(saratus dua puluh ribu supiah).

Bagian Keenam
Biaya Salinan Akiz Pengakuan Anzk

Pasal 24

(1) Biaya salinan akta pengakuan anak oleh warga negara Indonesia sebesar Rp. 60.000,-
(enam pulul; ribu rupiah);

(2) Biaya salinan pengakuan anak olch warga negar asing sebesar Rp. 120.000,-(seratus
dun puluh ribu rugiak),

BAB IV
BIAYA PENERBITAN SURAT KETERANGAN
DAN TANDA BUKTI PELAPORAN

'Pasal 25

1) Bisya penerbitan surat keterangan kependudukan :
“.:a. Formulir pendaftaran sebesar Rp. 300.-(lima ratus rupiah) bagi wargs aegara
Indonesia dan Rp, 2.000,-(dua ribu repiah) bagi warga negara asing;
b, Surat keternngan kependudukan sebesar Rp. 500.-(lima ratus rupiah) bagl wasga
negara Indonesia dan Rp, 2,000, fdua ribu rupiah) bagi warga nepara asing.
|2) Biaya penerbitan surat keterangen catatan sipil bagi wargs negara Indonesia Rp
5.000,~(lima ridu rupiah);



(3) Binya penerbitan surat keterangan catatan sipil bagi war2a negara

..(2) Semuna pencrimaan hasil retribusi pengurusan

; asing Rp. 10,000~
{sepulub ribu rupizh).
Pasal 26

(1) Biaya pelaporan dan penerbitan tanda bukti pelapomn Warga Ncgam Indonesin
mengenai kelahiran, perceraizn dan kematian yang tedadi di luar Negeri scbesar
Rp.20,000.~{dua pulub ribu rupiah);

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang melebihi | {saru) mhun scjak

g bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan biays scbesar Rp.40.000 -[cmpat

yan
pululs ribu rupiah);
13) Ticeya mutasi dista / eatatan pinggir sebesas Rp.10,000.-(sepuluh ribu rupiah),

BABV
KERINGANAN BIAYA

Pazal 27

(1) Bagi pemohon ysng tidak mamp, terhadap ketentuan biaya pelaymnan catalan sipil
dimaksud dalam Peraturan Dacrah ini dapat diverikan keringanan paling tinggi 25
% (dua puluh lima persen);
(2) Keringanan scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini baru dapat diberikan setelah
meodapat persetujuan Walikota berdssarkan surat keterangan tidak mampu dani Jurah
dan diketahui olch camaty .

BABVI v
TATA CARA PUNGUTAN DAN PENYETCRAN

Pasal 28

(1) Pungutun retribusi biays pengurusan karty tanda penduduk dan akta cafatan sipil
dilaksimakan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk:

karty 1anda penduduk dan akea catatan
sipil merupakan penerimaai daerh;

(3) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetor secars Bruto kepada
bendakara penerima / penyetor pada Dinas Pendapatan Dacrah Kota Kupang oleh
pembantu bandahara peneima / penyetor pads Dinas Pendaftaran Penduduk;

{4) Kepeda Instansi pemungut (Dinas Pendafiarun Peaduduk dan Kelurshan) diberikan
ingentif sebesar 5 % (lima persen) dari hasil pungutan;



i BAD VT
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

(1) Berang siapa yang Uengan sengaja maupun tidak seneaja melzlaikan stau tidak
mematuhi ketentuan sehagsimana dimaksud dalam pasal-passl tersebut diatas dalam
Peraturan Daersh ini, disncam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan / atau
denda paling banyak Rp.5.000.000,(lima juta rupiah};

(2) Tindak pidana sebagaimans dimaksud pada ayat {1} passl ini adalah pelanggaran,

BAR VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

{1} Slain pejabat POLRI. pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daecah
ini diberi wewenang khusus scbagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Hukum Acars Piadana yang berlakuy;
{2} Penyidik pejabat Pegawai Nejeri Sipil sebagaimana dimaksod pada ayar (1) pasal ini

berwenang

a melakukan pemeriksasn atss kebenarza laporan keterangan berkensan dengan
tindak pidann;

b melakuken permeriksaan terhadap arng atau bhadan hukum yang diduga melikukan

" - tindak pidana;

meminty keterungan dan barny bukti duri orung stau budan hukum sehubungan

dengan peristiwa tindak pidana:

. melakukan peeneriksoan atas pembukuan, calian dan dokumen lun berkenaan
dengan tindak pidana;

¢. melukukan pemeriksaan ditempat leriente yang didugs teadapat berang bukti serta
melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti
dalam perkara tindak pidina,

{ meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksungan sugas penyidikan tindak pidana.

(3) Penyidik peiubat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud peds ayat (1) pasal ini
memberitahukan dimulainys penyidikan dan hasil penyidikaanya kepada penyidik
pejobat POLRI;

(4) Peryidik pejabat Pegawai Negeri Sipil schagaimana dimaksod pada ayat (1) pasal ini
?S?annikm hasil penyidikan kepada peouniut wmum melolui penyidik pejabat



BABIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pacal 31

Dengan berlakunys Pesaturan Doerab ini maks ssmus Xeleatuan Peraturan Daerah yang
bertentangan dengan Persturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

o BAB X
KETENTUAN LAIN
Pasal 32

Hal-hal yany belum dintur dalam Peraturan Daerah ini, akan disrur lebih lanjut dengan
hepotusan Walikora,

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pacal 33

Peraturan Daessh ini mulsi berlaku sejak tanggal diundangkan |
Agtr setigp orang mengetahuinys, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini,
dengan penempatannys dalam Lembaran Daerah Kota Kupang -

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 12 Agustus 200%

WALIKOTA KUPANG
Cap & nd

S. K LERIK

Diundangkan di Kupang o
Pada tanggal 15 Agustus 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

Lap ot

NITHAN v S

LEMBARAN DAERAL KOTA KUPANG TAHUN 2000 NOMOR 1|



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI BIAYAPENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

. UMUM
Dinas Pendafiaran Penduduk Kota Kupang tclah dibeatuk berdastkan Peraturan

Duerah Kots Kupang Nomor 1 Tahun 2000, Lerbazan Daerah Nomere 42 Tahun 2600,
tentang Pembentukan Oraganisasi dan Tasa Ketja Dinas Pendafiaran Penduduk Kota
Kupang.

Dengan ditetapkannya Peiuran Daesah ini maka pelayanan akte-akta catatan
sipil yang selama ini dilaksanakan oleh kantor catatan sipil Ko Kupang. dialihkan dan
dilakssnakan oleh Dinas Pendaftaran Pendudik. Domikian juga pelay=nan kartu tanda
penduduk (KTP) dan kanu keluarga (KK) yang selama ini ditangant oleh bagian Tata
Pemerintatian pada Seksetariat Daersh Kot Kupang, diglitkan pengelolaannya ke
Oines Pendaflaran Penduduk Kota Kupang terhitung mulai tanggal pengresmian
Pembenmukan Dinas Pendafiarn Penduduk oleh Walikota Kupang.

Berdasarkan hal-ha! temsebut diatss maka Pemerintah Kota Kupang deagan
perseijuan Dewsn Perwakilan Rakyat Daergh Kota Kupang, menetapkan dengan
Peraturan Dasrah Kota Kupang tentang Retribusi Pengurusan Kartu Tanda Penduduk

dan Akta Catatan Sipil.

I PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
- Pasal 1 butir 1 &/d 10 : cukup jelss.
- Pasal 1 butir 11 ; yang dimaksud dengen yang berwajib adalah Polisi Republik
Indonesia
. Pasal 1 butir 12 ¢/d 15 ; cukup jelas.
. Pasal | butir 16 : SKDS berlaku untuk menguns Kartu Tanda Penduduk, bukan

KTP sementara.




Pasal 1 butir 16 : SKDS (Surat Keterangan Domesili Sementara) dimaksud hanye
bertaky untuk pengurusan Kartu Tands Penduduk Nasiona! di Dinas Pendaftaran

Penduduk, SKDS bukan Karte Tanda Penduduk Sementara.
Pasal 2 : cukup jelas ;

Pasal 3 ; cukup jelas |

Pasal 4 : cukup jelas ;

Pasal § : cukup jelas ;

Pasal 6 : cukup jelas ;

Pasal 7 : cukup jelas |

Pasal § < cukup jelas,

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 99



